PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program dan
kegiatan yang didanai dari Dana Penyesuaian

Infrastruktur Daerah (DPID) dengan

menggunakan pagu alokasi yang ditetapkan
oleh pemerintah jika tidak sesuai
penganggarannya perlu mengubah Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang
mencantumkan program dan kegiatan Dana
Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DP1P) yang

bersifat mendesak untuk dilaksanakan;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian
Infrastruktur ~ Daerah (DPID) Tahun Anggaran
2011, dimana penganggarannya pada Dinas
Pekerjaan Umum belum sesuai maka perlu
dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati
Karangasem Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2011;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran



Mengingat

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2011,

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62.
Tambahan Lembaran Negara  Republik

Indonesia Nomor 1569):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
Tambahan Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara  Republik

Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun
2000 tentang Tata Cara Pertanggung
jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209,



14.

15.

Tambahan Lembaran Negara  Republik

Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

16.

17.

18.

19.

4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137.
Tambahan Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 4575):



20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara  Republik

Indonesia Nomor 4585);

24,

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan,
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah
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28.

29.

30.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4741):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2011,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan
Alokasi Dana  Penyesuaian Infrastruktur
Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70):

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2005
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 1),
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
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31.

32.

33.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Karangasem Nomor 12);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Karangasem Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah

Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7,
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Menetapkan :

34.

35.

36.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Karangasem Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah

Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 2);

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah

Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM
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NOMOR | TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1
Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten

Karangasem Tahun 2011 Nomor 1) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
terdiri atas :
a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 55.630.543.000,00
473.184.295.395,00
167.934.861.684,83

696.749.700.079,83

2. Dana Perimbangan Rp.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah  Rp.

Jumlah Pendapatan Rp.
b. Belanja :
1. Belanja Tidak Langsung :

a) Belanja Pegawai Rp. 449.082.131.080,87
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b) Belanja Bunga

c) Belanja Subsidi

d) Belanja Hibah

e) Belanja Bantuan Sosial

f) Belanja Bagi hasil

g) Belanja Bantuan Keuangan

h) Belanja Tidak Terduga

2. Belanja Langsung :
a) Belanja Pegawai
b) Belanja Barang dan Jasa

¢) Belanja Modal

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

c. Pembiayaan :
1. Penerimaan
2. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 165.000.000,00
Rp.-

Rp. 10.854.544.000,00
Rp. 17.997.000.000,00
Rp. 5.736.450.000,00
Rp. 30.633.064.749,12
Rp. 1.500.000.000,00
Rp. 515.968.189.829,99

Rp. 13.283.237.950,00
Rp. 99.709.269.471,00
Rp. 123.267.858.015,00
Rp. 236.260.365.436,00
Rp. 752.228.555.265,99
Rp.(55.478.855.186,16)

Rp. 61.672.042.248,80
Rp. 6.193.187.062,64

Rp. 55.478.855.186,16

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 2

Ringkasan dari Perubahan Atas Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam Lampiran | dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Uraian lebih lanjut dari Perubahan atas Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Il dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Karangasem.

16



Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 21 Juni 2011
BUPATI KARANGASEM,

Ttd.

| WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura

pada tanggal 21 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd
| NENGAH SUDARSA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2011 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Bagian Hukum dan HAM,

A. A Ngurah Ketut Nurwana
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